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PANITIA ANGKET

Presiden Tetap Menolak
Masuk Wilayah DPIR

JTJAKARTA, KOMPAS — Pre-
siden Joko Widodo menegaskan,
tidak akan mencampuri Panitia
Angket DPR terhadap Komisi
Pemberantasan Korupsi karemna
hal itu masuk wilayah DPR. Sikap
ini kembali ditegaskan Presiden
terkait keinginan Panitia Angket
untuk bertermu guna menjelas-—
kan temuannya dan tujuan ang-
ket digulirka.

itu wilayahnya DPR, kasus itu
wilayahnya DPR. semua harus
tahu. Itu domainnya ada di DPR.
Sudah.,” kata Presiden saat di-
tanya apakalh ada wakibu khusus
untuk bertemu Panitia Angket
DPR di Jakarta, Rabu (20/9).

Wakil Ketua Panitia Angket
Taufigulhadi smengatakan, pihal-
nya telalh menyurati pimpinan
DPR untuk meminta pimpinan
DPR melayangkan surat kepada
Presiden guna mengagendakan
rapat konsultasi antara pimpinan
DFPR dan Panitia Angket dengan
Presiden. Namun, permintaan ini
disileapi berbeda oleh unsur pim-—
prinan DPR (Kormpas., 2079).

Pernyataan untuk tidak mau
mencampuri angket DIPPR terha-
dap KPK telah beberapa kali di-
sampaikan Presiden. Jawaban se-
rupa juga disampaikan Presiden
terkait dinamika di intermal KPE
vang terlihat dari langkah 1Di-
rektur Penyidikan KPK Aris Bu-
dimman melaporkan penyidik se-
nior KPK Novel Baswedan ke
kepolisian. TSaya tidalk ingin
mencampuri. nanti ada yvang rigo-
morg intervemnsi. Jadi tolong be-—
tul-betul dilihat., ini wilayvahnyva
legislatif, ini wilayahnya KPK.”
tutur Presiden (Kormrrpas, 2,/9).

Penjelasan

Pada Rabu (209, Panitia Ang-

ket meoemanggsil KPK uniudkc
mengklarifikasi sejumlah temu-

an. Namun, pimpinan KPK moe-
nolak datang dengan alasan ma-
sih menunggu hasil uji materi
terkait legalitas pansus angket di
NMahkamah Konstitusi.

ASAmnggota Panitia Angket dari
Fraksi PDI-Perjuangan, Masin-
ton Pasaribu, menyvatakan, ke-
tidakhadiran KPK tidak meru-
gikan Panitia Angket. DMenurut
dia, yvang akan dirugikan justru
KPK karena akan dianggsap se-
bagai institusi wang tidak me-
matuhi mndang-undang sexrta
membangkang terhadap DPR.

Angomota Panitia Angket dari
Fraksi Partai Golkar, Bambang
Socsatyo. menilai, panitia tidak
perlu  Jagi mengundang KPK.
Apalagi Sampai menggunakan
kKoewenangan seperti diatur di TLTU
No 17/2014 tentang MPR., DPR.,
P, dan DPRD, yvaitu memang-
gil paksa dengan bantuan koe-
polisian jika hingga panggilan ke-
tiga. pihak yang dipanggil tidak
memeniuhi panggilan. “"Namun,
Jangan salahkan panitia kalau
nantinya rekomendasi Ppanitia
menjadi sepihak.” katanva.

Juru Bicara KPK Febri Dian-
syalh menegaskan, KPK meng-
hormati DPR secara kelemba-
gaan. "INamun, KPPK juga merm-
pertimbangkan aspclk hukum
lainnya. Mulai dari UUL 1945,
TUU No 17/2014. dan juga Tata
Tertib DPR yang semuanya ina-—
suk dalamm materi yvang sedang
diugi di Mahkamah Konstitusi
saat ini,” katanya.

Sebagian hal wyang diperma-
salahican - Panitia Angket, kata
Febri, juga sudah dijawab saat
rapat dengar pendapat antara
KPK dan Komisi ITT DPR. Hal itu
antara lain terkait pengelolaan
barang rampasan dan sitaan serta
perlindungan saksi.
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